
BUPATI BANYUMAS 

PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR ~ TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS 
NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat 
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah 
ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 
Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas; 

b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan 
mengenai pergeseran anggaran, Peraturan Bupati 
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu 
disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Banyumas; 
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Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

7. 

8. 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 103, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4503); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 
Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 
Tahun 2009 Nomor 3 Seri E); 

12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah 
Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 31); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 31 TAHUN 2012 
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 35 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 31) 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 35 

(1) Dalam rangka pergeseran anggaran, Sekretaris Daerah menerbitkan Surat 
Edaran tentang pergeseran anggaran. 

(2) Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi batas waktu 
penyampaian pergeseran anggaran. 

(3) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada 
Lampiran IV. 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati m1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Banyumas. 

Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal 3 0 MAY 2014 
BUPATI BANYUMAS, 

ACHMAD HUSEI~ 

l ~Ir~~ ~::::.:.-F~~~;:-'-- . 

I NIP 19640116 199003 1 009 'Jp r 

l 
i DERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ~~ NOMOR ........ ! 

.,___ 
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